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ABSTRAK 

 

SHUTTLE DIPLOMACY INDONESIA TERHADAP MYANMAR PASCA 

KUDETA MILITER TAHUN 2021 

 

Oleh 

ANADAA NABILAH FIRDAUS 

 

Pada awal tahun 2021 lalu, yaitu tanggal 1 Februari 2021, telah terjadi 

kudeta militer di Myanmar. Kudeta tersebut dilakukan oleh Junta Militer karena 

adanya sengketa pemilu yang diadakan pada bulan November 2020 antara National 

League for Democracy Party (NLDP) dan Union Solidarity and Development Party 

(USDP). Kudeta militer tersebut telah memicu protes keras dan kecaman global. 

Indonesia menunjukan keprihatinan atas apa yang terjadi pada Myanmar. Indonesia 

terus melakukan upayanya dengan berkontribusi dalam menemukan solusi untuk 

Myanmar dengan melakukan shuttle diplomacy. Hal yang disampaikan dalam 

diplomasi ini antara lain ialah terkait penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan 

kepada semua pihak di Myanmar, transisi demokrasi secara inklusif, rekonsiliasi 

nasional antara Junta Militer dengan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang 

dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan kewajiban menghormati serta menaati 

prinsip-prinsip yang ada dalam ASEAN Charter dan Five Points Consensus. 

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi dan shuttle diplomacy. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif 

dengan tahap kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Dan 

sumber data yang peneliti gunakan ialah data sekunder dengan menggunakan buku, 

jurnal, perjanjian internasional, makalah, artikel, dan website sebagai sumber data 

untuk mengumpulkan informasi terkait kudeta militer di Myanmar tahun 2021. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa shuttle diplomacy 

yang Indonesia lakukan untuk Myanmar masih belum mencapai penyelesaian 

masalah karena pihak militer masih enggan menaati Five Point Consensus. 

Meskipun demikian Indonesia tidak menyerah dan terus menjembatani dialog dan 

memastikan bantuan kemanusiaan sampai. Karena fokus utama dalam kejadian ini 

ialah korban atau rakyat Myanmar. Jika kekerasan tidak dihentikan maka 

perdamaian tidak akan pernah tercapai. 

 

Kata kunci : kudeta militer, Indonesia, Myanmar, shuttle diplomacy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

INDONESIAN SHUTTLE DIPLOMACY TO MYANMAR POST 

MILITARY COUP IN 2021 

 

By 

ANADAA NABILAH FIRDAUS 

 

At the 1st of February, 2021, there was a military coup in Myanmar. The 

coup was carried out by the Military Junta because of a dispute over the elections 

held in November 2020 between the National League for Democracy Party (NLDP) 

and the Union Solidarity and Development Party (USDP). The military coup has 

sparked violent protests and global condemnation. Indonesia shows concern about 

what is happening to Myanmar. Indonesia continues to make efforts by contributing 

to finding a solution for Myanmar by carrying out shuttle diplomacy. The messages 

that will be sent in this diplomacy include cessation of violence, humanitarian 

assistance to all parties in Myanmar, inclusive democratic transition, national 

reconciliation between the Military Junta and the National League for Democracy 

(NLD) led by Aung San Suu Kyi, and the obligation to respect and comply with the 

principles contained in the ASEAN Charter and the Five Points Consensus. This 

research uses the theory of diplomacy and shuttle diplomacy. The analysis 

technique used in this research is a qualitative data analysis technique with data 

condensation, data presentation, conclusion and verification stages. And the data 

sources that researchers use are secondary data using books, journals, international 

agreements, papers, articles and websites as data sources to collect information 

related to the military coup in Myanmar in 2021. Based on the research results, it 

can be concluded that the shuttle diplomacy that Indonesia has carried out for 

Myanmar has not reached a solution to the problem because the military is still 

reluctant to comply with the Five Point Consensus. However, Indonesia did not give 

up and continued to bridge dialogue and ensure that humanitarian aid arrived. 

Because the main focus in this incident is the victims or the people of Myanmar. If 

violence is not stopped then peace will never be achieved. 

 

 

Keywords: Indonesia, military coup, Myanmar, shuttle diplomacy. 
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- Sabar, satu persatu. Selalu ada cara untuk menemukan solusi  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam hubungan internasional, mempelajari hubungan politik, 

ekonomi dan sosial antar negara adalah fokus teori dan praktik dalam 

hubungan internasional untuk memajukan kepentingan nasional. Sebagai 

contoh, pada Konferensi Hubungan Asia tahun 1947 di New Delhi, baik 

Indonesia maupun Myanmar, yang telah menjalin hubungan bilateral sejak 

tahun 1947, menyerukan penarikan segera pasukan Belanda dari Indonesia 

dan mengutuk tindakan militer agresif mereka (Sundhaussen, 1995). Namun, 

hubungan antara kedua negara baru dimulai secara resmi pada tahun 1949, 

ketika kedua negara mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia dari 

pemerintahan kolonial Inggris. Misalnya saja, Indonesia tidak bisa menutup 

mata terhadap pergolakan politik dan revolusi militer yang melanda Myanmar 

karena kedekatan mereka satu sama lain di wilayah tersebut. Karena hal 

tersebut, Indonesia selalu terlibat dalam upaya mengakhiri perang saudara di 

Myanmar. Hal ini tercermin dari dinamika interaksi kedua negara. Beberapa 

pendekatan untuk mencapai tujuan ini termasuk menarik dukungan asing 

terhadap Myanmar dan mengupayakan rekonsiliasi nasional dan 

demokratisasi. 

Indonesia adalah negara yang memiliki konsep politik luar negeri 

bebas aktif, dimana hal ini menjadikan Indonesia bebas bersikap terhadap 

permasalahan internasional dengan tidak memihak kepada salah satu 

kekuatan dunia dan aktif dalam membantu terwujudnya perdamaian dunia. 

Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi, “Ikut 

serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.” Hal ini menjadikan Indonesia memiliki citra dan identitas 

sebagai problem solver dan peace maker. Indonesia adalah salah satu negara 

yang menunjukkan keprihatinan atas apa yang terjadi pada Myanmar. Selain 
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kedekataan hubungan Indonesia dan Myanmar, sejarah keberhasilan 

Indonesia dalam transisi demokratis dari kepemimpinan diktator militer pada 

tahun 1998 dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perdamaian bagi 

kawasan Asia Tenggara, Indonesia terus melakukan upayanya dengan 

berkontribusi dalam menemukan solusi untuk Myanmar. Solusi yang selalu 

Indonesia upayakan ialah dengan terus berusaha mengajak Junta militer 

berdialog. Indonesia melakukan berbagai diplomasi dalam upayanya untuk 

bernegosiasi. Diplomasi tersebut ialah shuttle diplomacy. Shuttle diplomacy 

atau diplomasi ulang-alik yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penengah 

yang berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan informasi secara bolak-

balik dan sebagai pemberi saran penyelesaian masalah (Shedrach, 2019). 

Shuttle diplomacy gencar dilakukan Indonesia dari waktu ke waktu. Tercatat 

Indonesia telah melakukan diplomasi menanggapi isu kudeta militer sejak 23 

Februari 2021 hingga 7 Juli 2023. Hal yang disampaikan dalam diplomasi ini 

antara lain ialah terkait penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan kepada 

semua pihak di Myanmar, dan dialog politik kepada semua pihak pemerintah. 

Semua upaya yang Indonesia lakukan sesuai dengan Five Points Consensus. 

Five Points Consensus adalah kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan 

pemimpin ASEAN pada 24 April 2021. Kesepakatan tersebut berisi poin-poin 

yang berkaitan dengan penghentian kekerasan di Myanmar dan solusi terbaik 

untuk rakyat Myanmar (ASEAN, 2021). 

Junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar 

pada awal tahun 2021 lalu, yaitu tanggal 1 Februari 2021. Kudeta tersebut 

terjadi karena adanya sengketa pemilu yang diadakan pada bulan November 

2020 antara National League for Democracy Party (NLDP) dan Union 

Solidarity and Development Party (USDP) (Martin, Dolven, & Smith, 2021). 

Pemilu tersebut dimenangkan oleh partai NLDP yang dipimpin oleh San Suu 

Kyi dimana ia memperoleh 396 kursi parlemen (Martin, Dolven, & Smith, 

2021). Sedangkan faksi militer atau USDP hanya mendapatkan 33 kursi 

parlemen. Hasil pemilu tersebut tidak diterima pihak militer dan mereka 

menuduh adanya kecurangan. USDP atau faksi militer menuduh pihak San 

Suu Kyi telah melakukan penipuan dan kecurangan meskipun Komisi 
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Pemilihan Umum (KPU) sudah menyangkal tuduhan tersebut karena tidak 

adanya bukti. Pada 1 Februari Junta militer menggulingkan Aung San Suu 

Kyi dan juga menuduhnya telah melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum atas kepemilikan enam walkie talkie yang diimpor secara ilegal (CNN, 

2021). Tuduhan-tuduhan tersebut menjadi sebuah bukti bahwa Junta militer 

ingin mengambil kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara dan hal 

tersebut melanggar aturan hukum dan proses demokrasi di Myanmar. 

Kejadian ini adalah bentuk nyata kuatnya pengaruh pihak militer yang tidak 

ingin kekuasaannya diambil oleh pihak lain. Sudah sangat jelas bahwa pihak 

militer telah merusak proses demokrasi di Myanmar dan melanggar hak-hak 

sipil. 

Kudeta militer terhadap pemerintah sipil telah memicu protes keras 

dan kecaman global. Kecaman global diberikan oleh Human Rights Watch 

(HRW), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Menteri 

Luar Negeri Amerika Anthony Blinken, Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, 

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, empat Pejabat Tinggi Uni Eropa 

(EU), Juru Bicara Komisi Eropa Nabilla Massarali, dan empat Pemimpin 

Tinggi EU (CNN, 2021). Para pemimpin tersebut memberi dukungan besar 

terhadap demokrasi di Myanmar dan meminta militer Myanmar untuk dapat 

menghormati norma-norma demokrasi, aturan hukum, dan membebaskan 

orang-orang yang tidak bersalah. Tragedi kemanusiaan dan pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM) terus berlanjut. Pada Juli 2021, 25 warga sipil dibunuh 

oleh militer di Depayin, menurut laporan Al-Jazeera (Al-Jazeera, 2022). 

Hampir semua korban yang ditemukan telah ditembak di kepala. Antara 

Februari dan Agustus, lebih dari 1000 orang tewas akibat kekerasan militer, 

termasuk 75 anak yang dibunuh dan 1000 anak yang juga ditangkap.  

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno 

Marsudi melakukan shuttle diplomacy pada tahun 2021 dengan berkunjung 

ke Brunei, Singapura, dan Thailand untuk mencari kesatuan pandangan 

terkait masalah kudeta tersebut. Ia juga membahas masalah ini dengan pihak-

pihak di luar Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) seperti 

Amerika Serikat dan PBB. Apa yang dilakukan Menlu Indonesia dengan 
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campur tangan pada urusan negara lain tidak bisa dikatakan sebagai masalah 

domestik saja, melainkan masalah regional. Hal tersebut merupakan langkah 

yang dilakukan Indonesia dalam menghormati demokrasi dan HAM. Dan 

kudeta militer di Myanmar ialah isu kolektif ASEAN karena negara 

anggotanya sudah berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM 

sebagai salah satu norma dasar pembentukan komunitas keamanan ASEAN. 

Dan diplomasi yang harus konsisten Indonesia lakukan ialah soft diplomacy 

dengan tidak memihak pada salah satu aktor demi tercapainya keamanan dan 

keharmonisan kawasan di ASEAN. Pendekatan Indonesia kepada Myanmar 

harus sebagai sahabat bukan sebagai orang yang ingin ikut campur. Langkah 

Indonesia dalam mengupayakan penyelesaian terhadap kudeta militer 

memang terkesan pelan, namun hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan 

Junta militer agar tetap mau diajak berunding dan berdialog. Soft diplomacy 

yang konsisten Indonesia lakukan sampai saat ini mencerminkan diplomasi 

sopan ala Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hubungan baik Indonesia dan Myanmar telah terjalin sejak lama. 

Kedua negara kerap melakukan pertemuan-pertemuan dalam berbagai 

kegiatan. Kedekatan antar kedua negara tersebut membuat Indonesia 

senantiasa aktif dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar. Seperti 

konflik kudeta militer yang menimpa Myanmar pada awal tahun 2021 lalu, 

Indonesia memberikan beberapa sikap dan kebijakan dalam menanggapi 

konflik tersebut sekaligus sebagai upaya penyelesaian konflik. Alasan 

Indonesia memberikan sikap terkait kudeta militer di Myanmar didasarkan 

pada kepercayaan yang diperoleh Indonesia dari Myanmar melalui hubungan 

baik yang telah terjalin sejak lama dan langkah diplomasi yang dilakukan 

Indonesia termasuk dalam agenda politik luar negeri Indonesia. Namun 

hubungan baik yang telah terjalin oleh kedua negara tetap tidak bisa membuat 

Myanmar menyetujui adanya dialog dan desakan untuk menghentikan 

kekerasan. Maka dari itu Indonesia mengambil langkah dengan melakukan 

shuttle diplomacy. Diplomasi tersebut dilakukan demi mendapatkan ruang 
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untuk berdialog dan bernegosiasi dengan Junta militer.  Berdasarkan hal 

tersebut, maka rumusan masalah yang penulis tarik ialah: 

“Bagaimana shuttle diplomacy yang Indonesia lakukan terhadap 

Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021-2023. 

2. Mendeskripsikan hubungan diplomatik Indonesia dan Myanmar. 

3. Mendeskripsikan shuttle diplomacy yang Indonesia lakukan terhadap 

Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021.   

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis, kajian ini hendaknya memperdalam pemahaman kita 

mengenai inisiatif dari diplomasi Indonesia dalam menyikapi kudeta militer 

di Myanmar. Kegunaan lainnya ialah sebagai referensi untuk penelitian 

terkait Hubungan Internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis mengambil beberapa kajian literatur yang relevan dan dapat 

menunjang penulisan skripsi yang berjudul “Shuttle Diplomacy Indonesia 

terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021”. Penulis bermaksud 

menggunakan informasi dalam tinjauan literatur ini sebagai referensi, yang 

nantinya akan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa 

literature review yang menjadi dasar adalah sebagai berikut: 

Penelitian pertama, membahas tentang bagaimana peran 

kepemimpinan Indonesia dalam mengatasi krisis politik Myanmar pada tahun 

2021 dengan berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan 

constructive engagement digunakan dalam memandang bagaimana kebijakan 

luar negeri Indonesia yang bebas aktif dilakukan dalam proses demokratisasi 

yang selalu diperjuangkan di Myanmar (Benarrivo, Rachmat, & Kautsar, 

2021). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peluang serta tantangan 

untuk Indonesia dalam kepemimpinannya di ASEAN untuk menyelesaikan 

krisis ini. Isu Myanmar selalu menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia, 

khususnya dari peran Indonesia di ASEAN. Hal ini dikarenakan Indonesia 

menjadi poros utama di ASEAN dalam penyelesaian permasalahan yang 

muncul dari negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Alhasil kapasitas 

kepemimpinan Indonesia di sektor kemanan ASEAN diuji. Mantan Menlu RI 

yaitu Hassan Wirayuda menekankan bahwa sebaiknya Indonesia lewat 

ASEAN terus konsisten melanjutkan dialog dengan Myanmar dan selalu 

menjadikan Myanmar sebagai bagian dari keluarga Indonesia (Benarrivo, 

Rachmat, & Kautsar, 2021). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukan 

peluang yang Indonesia miliki ialah pengalaman transisi demokrasi Indonesia 

yang berhasil, kemampuan diplomasi Indonesia yang baik, serta model 

kebijakan luar negeri Indonesia bebas aktif. Tantangan serta hambatan yang 
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Indonesia dapatkan ialah adanya doktrin non-intervensi ASEAN, perlawanan 

dari masyarakat Myanmar, dan inkonsistensi dari komitmen dalam negeri 

Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. 

Penelitian kedua, menjelaskan tentang bagaimana Indonesia sebagai 

negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara demokrasi terbesar di Asia 

Tenggara, dan salah satu anggota pendiri ASEAN, memimpin upaya 

penyelesaian krisis kudeta militer di Myanmar (Aziz, Indraswari, Khatimah, 

& Azzahra, 2023). Indonesia membawa masalah Myanmar ke pertemuan 

pemimpin ASEAN pada 24 April 2021 di Jakarta dan berhasil menghasilkan 

Five Point Consesnsus (Aziz, Indraswari, Khatimah, & Azzahra, 2023). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan constructive engagement dalam 

memandang bagaimana demokratisasi yang diupayakan Indonesia di 

Myanmar. Indonesia dinilai berhasil dalam menjalankan demokrasi di 

negaranya. Menurut temuan dari penelitian ini, Indonesia berhasil dalam 

mendorong demokratisasi di Myanmar. Namun dalam penyelesaian krisis di 

Myanmar, sejauh ini masih belum ada kemajuan meskipun telah berhasil 

membuat kesepakatan pada pertemuan Pemimpin ASEAN pada 24 April 

2021 lalu (Aziz, Indraswari, Khatimah, & Azzahra, 2023). 

Penelitian ketiga, fokus menjelaskan tentang apa akar masalah dari 

konflik kudeta militer di Myanmar serta bagaimana upaya penyelesaian 

masalah dari Indonesia sebagai anggota lewat keanggotaannya di ASEAN. 

Teori Conflict Triangle oleh Johan Galtung digunakan dalam menganalisis 

penelitian ini (Widodo, et al., 2022). Lewat teori ini akar dari kekerasan yang 

terjadi akan didapatkan. Lewat ASEAN, Indonesia melakukan berbagai 

upaya penyelesaian konflik kudeta militer di Myanmar. Upaya yang 

Indonesia lakukan ialah mengirim utusan khusus untuk menjembatani dialog 

dari pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan Indonesia demi menjaga 

stabilitas kawasannya yaitu Asia Tenggara. Hasil temuan dari penelitian ini 

ialah akar masalah dari konflik ini berasal dari besarnya power dan pengaruh 

dari partai NLD atau pihak militer dalam memimpin pemerintahan Myanmar 

dan para pejabat militer yang melindungi kepentingan ekonomi 

merekamempersulit ruang gerak untuk menyelesaikan konflik kudeta militer 
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Myanmar (Widodo, et al., 2022). Power yang dimiliki Junta Militer tidak 

memungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun. Sejak tahun 2010 

hingga tahun 2020, Myanmar belum pernah merasakan demokrasi yang 

nyata. Myanmar menganut sistem politik demokrasi semu di bawah bayang-

bayang kekuatan militer di pemerintahan (Widodo, et al., 2022).  

Penelitian keempat, Peran ASEAN pasca pengambilalihan militer di 

Myanmar dan pandemi COVID-19 menjadi topik penting untuk dibahas. 

Penelitian ini menggali fungsi ASEAN sebagai organisasi regional di Asia 

Tenggara pasca kudeta di Myanmar, rincian bantuan yang diberikan ASEAN 

ke Myanmar, dan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mengatasi 

permasalahan negara tersebut. Ide dan teori yang digunakan dalam analisis 

ini berkaitan dengan diplomasi kemanusiaan dan Human Security. Menurut 

teori Human Security, menjaga masyarakat dari bahaya sama pentingnya 

dengan mengamankan negara (Nau, Jekaisa, & Priscilla, 2023). Ancaman-

ancaman tersebut berasalah dari masalah ekonomi, Kesehatan, pangan, 

lingkungan personal, komunitas, dan politik. Penelitian ini menunjukan 

bahwa adanya ancaman keamanan terhadap rakyat Myanmar setelah 

terjadinya kudeta militer pada tahun 2021. Kudeta militer di Myanmar telah 

menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan karena pada waktu itu 

bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 (Nau, Jekaisa, & Priscilla, 

2023). Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk terlibat dalam mengakhiri 

kudeta militer dan membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu 

hambatan utama bagi ASEAN menurut temuan penelitian ini adalah filosofi 

non-intervensi. Meski demikian, ASEAN tetap terlibat aktif dalam 

memerangi penyebaran COVID-19 dengan memberikan bantuan 

kemanusiaan, termasuk obat-obatan dan peralatan medis ke Myanmar untuk 

membantu para korban kudeta tersebut. 

Penelitian kelima, adalah penelitian yang ditulis oleh Aviscenna dan 

Najamuddin (2023) yang didalamnya terdapat kesepakatan five point 

consensus ASEAN yang merinci respon organisasi tersebut terhadap bencana 

kemanusiaan pasca kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Penelitian ini 

dianalisis menggunakan konsep organisasi internasional. Sebagai sarana bagi 
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negara-negara merdeka untuk memajukan agenda mereka pada skala global 

dan regional. IGO menyediakan forum yang dapat diandalkan bagi negara-

negara untuk terlibat dalam konsultasi dan diskusi satu sama lain (Ar-Rasyid 

& Rijal, 2023). Dalam ranah hubungan internasional, organisasi memberikan 

sejumlah kontribusi penting, termasuk memediasi konflik, mengembangkan 

norma atau perjanjian, dan menegakkan kepatuhan antar anggota. Melalui 

five point consensus, ASEAN telah memenuhi peran organisasi regionalnya 

dalam menyelesaikan konflik di Myanmar. Meski demikian, pengabaian junta 

militer terhadap consensus tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN dalam 

upayanya mengatasi bencana kemanusiaan di Myanmar (Ar-Rasyid & Rijal, 

2023). 

Tabel 2.1  

Perbandingan Penelitian terdahulu 

No 
Penulis & 

Jenis 

Penelitian 
Konsep & Teori Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1. Angga Nurdin 

Rachmat, 

Renaldo 

Benarrivo, & 

Reyghita Fay 

Kautsar 

(2021) 

 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

The Constructive 

Engagement 

Approach 

Kepemimpinan 

Indonesia dalam 

mengatasi krisis 

politik Myanmar 

pada tahun 2021 

dengan 

berlandaskan 

politik luar negeri 

bebas aktif.  

Indonesia menghadapi 

kendala dalam 

upayanya 

menyelesaikan konflik 

di Myanmar. Kendala 

tersebut ialah adanya 

doktrin non-intervensi 

ASEAN, perlawanan 

dari Myanmar 

Masyarakat, dan 

inkonsistensi dari 

komitmen dalam negeri 

Indonesia terhadap Hak 

Asasi Manusia. 

2. Aswin 

Ariyanto 

Azis, 

Firstyarinda 

Valentina 

Indraswari, 

Annisa 

Ridhatul 

Khatimah, & 

A. Qalbi 

Faathimah 

Azzahra 

(2023) 

 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

The Constructive 

Engagement 

Approach 

Peran Indonesia 

dalam memimpin 

upaya 

penyelesaian 

krisis di 

Myanmar lewat 

ASEAN. 

Indonesia 

membawa 

masalah 

Myanmar ke 

pertemuan 

Pemimpin 

ASEAN pada 24 

April 2021, 

menghasilkan 

konsensus lima 

poin dalam 

Meski telah berhasil 

membuat kesepakatan 

untuk krisis di 

Myanmar, namun 

sejauh ini belum ada 

kemajuan. 
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No 
Penulis & 

Jenis 

Penelitian 
Konsep & Teori Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

pertemuan khusus 

Jakarta untuk 

Myanmar. 

3. Pujo Widodo, 

Iswati, Nour 

Zatullah, 

Anindita Nur 

Hidayah, 

Khairul 

Umam 

Manik, Andi 

M. Ilham 

Rusali 

Masdar, M. 

Dadang 

Wardhana 

Mas Bakar, & 

Achmed 

Sukendro 

(2022) 

 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

Conflict Triangle 

Theory 
Peran Indonesia 

di ASEAN dalam 

isu kudeta militer 

di Myanmar 

dengan 

melakukan 

berbagai upaya 

yang salah 

satunya dengan 

mengirim utusan 

khusus untuk 

menjembatani 

dialog dari pihak-

pihak yang 

berkonflik. Hal 

ini dilakukan 

Indonesia demi 

menjaga stabilitas 

kawasannya yaitu 

Asia Tenggara. 

Akar masalah dari 

konflik ini ialah 

besarnya power dan 

pengaruh dari partai 

NLD atau pihak militer 

dalam memimpin 

pemerintahan Myanmar 

dan para pejabat militer 

yang melindungi 

kepentingan ekonomi 

merekamempersulit 

ruang gerak untuk 

menyelesaikan konflik 

kudeta militer 

Myanmar. 

 

4. Novriest 

Umbu 

Walangara 

Nau, Heyna 

Jekaisa, & 

Sherin 

Natasya 

Priscilla 

(2023) 

 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

Konsep Human 

Security dan 

Diplomasi 

Kemanusiaan 

Peran ASEAN 

sebagai 

organisasi 

regional Asia 

Tenggara pasca 

kudeta Myanmar, 

bentuk bantuan 

yang diberikan 

ASEAN kepada 

Myanmar, dan 

kendala ASEAN 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan di 

Myanmar. 

Prinsip non-intervensi 

ASEAN merupakan 

salah satu tantangan 

besar bagi ASEAN. 

Meski demikian, 

ASEAN tetap berperan 

aktif dengan 

memberikan bantuan 

kemanusiaan untuk 

memerangi penyebaran 

Covid-19 seperti 

bantuan peralatan 

medis dan obat-obatan 

ke Myanmar untuk 

membantu para korban 

pasca kudeta dan 

Covid-19. 

5. Aviscenna 

Maulana Ar 

Rasyid & 

Najamuddin 

Khairur Rijal 

(2023) 

 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

Konsep 

Intergovernmental 

Organization 

(IGO) 

Peran ASEAN 

dalam menangani 

krisis 

kemanusiaan 

pasca kudeta 

tahun 2021 di 

Myanmar melalui 

kesepakatan 

ASEAN Five 

Point Consensus. 

Dalam mengatasi 

konflik di Myanmar, 

ASEAN telah 

menghasilkan Five 

Point Consensus. 

Namun junta militer 

enggan menghormati 

consensus tersebut. 

Sumber: Data diolah peneliti dari jurnal nasional, 2023 
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Dari kelima penelitian tersebut secara keseluruhan membahas upaya 

dan peran Indonesia lewat kepemimpinannya di ASEAN terhadap kudeta 

militer yang menimpa Myanmar. Bagaimana Indonesia memberi respon dan 

menawarkan solusi untuk membantu menyelesaikan konflik kudeta militer 

yang menimpa Myanmar. Pembahasan mengenai peran dan upaya Indonesia 

dalam penyelesaian konflik kudeta militer yang menimpa Myanmar pada 

penelitian-penelitian diatas penulis jadikan acuan dalam memandang dan 

menganalisis isu tersebut.  

Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian tersebut ialah 

penulis menggunakan shuttle diplomacy sebagai kebijakan yang Indonesia 

berikan terhadap Myanmar. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan teori 

dan konsep yang berbeda-beda dalam menganalisis. Ada yang menggunakan 

pendekatan constructive engagement, teori conflict triangle oleh Johan 

Galtung, konsep human security, diplomasi kemanusiaan, dan konsep 

intergovernmental organization atau IGO. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori diplomasi dan shuttle diplomacy dalam menganalisis 

penelitian serta untuk menjawab tujuan penelitian penulis yaitu 

mendeskripsikan Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021, 

mendeskripsikan hubungan diplomatik Indonesia dan Myanmar, dan 

mendeskripsikan shuttle diplomacy yang Indonesia lakukan terhadap 

Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021.   

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Teori Diplomasi 

Seorang diplomat, sering kali berbicara atas nama suatu negara atau 

organisasi internasional, terampil dalam seni dan ilmu negosiasi 

(Constantinou & Sharp, 2016). Dalam konteks kata “diplomasi” mengacu 

pada praktik diplomasi internasional, yang berkaitan dengan masalah 

perdagangan, budaya, dan ekonomi. Kebanyakan orang memandang 

diplomasi sebagai strategi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan 

dengan bersikap licik. Sebagai alat utama untuk menyelesaikan perselisihan 

global demi mencapai keharmonisan global, diplomasi telah semakin 

penting dan penting dalam tata negara modern. Pemerintah dapat mencapai 
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tujuannya melalui cara-cara diplomatik. Diplomasi memiliki tiga ciri utama, 

yaitu komunikasi, dialog, dan norma (Bjola, 2018). Hal yang paling 

mendasar dalam diplomasi ialah komunikasi yang terlembaga, dialog antara 

aktor, dan  memiliki norma atau aturan yang mengatur komunikasi tersebut. 

Tujuan utama diplomasi adalah untuk mencapai dan mempertahankan 

kebijakan luar negeri pemerintah dengan memengaruhi kebijakan dan 

perspektif pemerintah negara lain. Menurut G. R. Berridge, diplomasi 

adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh para aktor diplomasi 

dengan tujuan untuk mencapai kepentingan negaranya lewat negosiasi tanpa 

menggunakan kekerasaan, paksaan, propaganda, dan hukum (Berridge, 

2002). Diplomasi juga pada dasarnya adalah kegiatan politik yang mana 

merupakan kebutuhan penting dalam hubungan antar negara. Dalam 

prosesnya diplomasi digunakan sebagai alat komunikasi dari negara yang 

melakukan Kerjasama demi mencapai tujuan negaranya dengan 

menggunakan perjanjian formal ataupun tanpa perjanjian tertulis. 

Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh agen diplomatic saja, namun 

dilakukan juga oleh para pejabat dan orang-orang di pemerintahan suatu 

negara. Setiap negara terlibat dalam diplomasi sebagai sarana untuk 

menjaga keamanan bersama dan memajukan kepentingannya sendiri 

dengan mempengaruhi negara lain. Istilah "diplomasi" mengacu pada cara 

pemerintah bekerja sama dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan 

bersama dan menjunjung cita-cita bersama. Ketika diplomat suatu negara 

melakukan tugasnya dengan baik, mereka dapat membantu negaranya 

mencapai tujuannya dan meningkatkan reputasinya di luar negeri.  

 

 

a. Aktor Diplomasi  

Perwakilan diplomatik dan aktor diplomatik adalah istilah yang 

dapat dipertukarkan. Utusan negara yang dikirim ke negara lain untuk 

melakukan kontak formal antar negara dikenal sebagai utusan 

diplomatik. Instrumen utama kebijakan luar negeri adalah perwakilan 

diplomatik. Sebagai duta besar negaranya masing-masing, diplomat 

bertindak sebagai wajah negara tersebut. Sebagian besar kedutaan dan 
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konsulat berlokasi di ibu kota negara tuan rumah. Beberapa perwakilan 

diplomatik menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan resolusi yang 

disahkan oleh Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Auxla Chapella 

pada tahun 1818 (Kongres Achen). Menurut (Kwan, 2017). Berikut 

adalah beberapa tingkatan dari perwakilan diplomatik: 

1. Duta Besar (Ambassador)  

Seorang diplomat tingkat tinggi dengan wewenang yang 

lengkap dan luar biasa dikenal sebagai duta besar. Mengirim duta 

besar ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang kuat 

adalah praktik diplomasi yang umum. Penunjukan duta besar ini 

merupakan hak prerogatif presiden. 

2. Duta (Gerzant) 

Duta Besar ( Gerzant ) adalah diplomat lain yang statusnya 

lebih rendah dari duta besar. Menteri luar negeri bertanggung jawab 

menunjuk duta besar. Duta Besar diharuskan berunding dengan 

pemerintahnya untuk melaksanakan semua kewajibannya. 

3. Menteri Residen  

Tanggung jawab menteri residen satu-satunya adalah 

mengurus hal-hal yang berkaitan dengan negara; mereka tidak 

dianggap sebagai wakil negara. Pada dasarnya melanggar hukum 

jika seorang menteri dalam negeri bertemu dengan kepala negara 

tempat mereka bertugas. 

4. Kuasa Usaha (Charge d’Affair)  

Menteri luar negeri menunjuk utusan tingkat rendah yang 

dikenal sebagai kuasa usaha.  

5. Pejabat Pembantu 

Merupakan perwira militer, dan atase teknis, yang 

merupakan spesialis urusan masyarakat, adalah dua jenis atase yang 

dapat ditunjuk oleh duta besar dengan wewenang penuh. 

 

b. Tugas aktor Diplomasi 

Misi diplomatik akan diberi tanggung jawab khusus oleh negara 

pengirim. Tanggung jawab yang diberikan mencerminkan banyaknya 
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peran penting yang dimainkan oleh pejabat diplomatik dalam mewakili 

negara pengirimnya (Setiawan, 2016). Beberapa contoh dari berbagai 

macam penugasan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik 

adalah: 

1. Representasi 

Selain peran resmi mereka sebagai duta besar, aktor 

diplomatik memiliki wewenang tambahan untuk mengadvokasi 

pandangan politik negaranya, melakukan penyelidikan dengan 

pemerintah negara tuan rumah, dan berpartisipasi dalam 

demonstrasi. 

2. Negosiasi 

Ini adalah misi diplomatik, negosiasi ini. Negosiasi dan 

percakapan adalah alat yang dapat digunakan diplomat, baik dengan 

negara tuan rumah maupun dengan negara asing. Negosiasi adalah 

bagian umum dalam menjaga hubungan diplomatik antar negara. 

Ada kemungkinan lebih dari dua negara terlibat dalam negosiasi. 

3. Observasi 

Pemeriksaan yang cermat terhadap setiap peristiwa di negara 

penerima adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang 

observasi. Semua peristiwa yang terjadi di negara penerima harus 

dilaporkan kembali ke negara pengirim oleh perwakilan diplomatik. 

4. Proteksi 

Proteksi atau perlindungan adalah kegiatan untuk 

melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri. 

5. Persahabatan 

Salah satu peran utama seorang diplomat adalah membina 

hubungan baik antar negara, oleh karena itu wajar jika aktor 

diplomatik mempunyai tanggung jawab tambahan untuk membina 

hubungan yang lebih baik antara negara pengirim dan penerima. 
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c. Fungsi Aktor Diplomasi 

Konvensi Wina tahun 1969 (Convention, 2005) sebagian besar 

mengatur kegiatan perwakilan diplomatik. Berikut beberapa tugasnya: 

1. Berdiri untuk negara yang mengirimkan pesan di dalam negara yang 

menerimanya. 

2. Menjaga kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara 

penerima tetap aman, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum 

internasional. 

3. Buatlah perjanjian dengan pemerintah negara penerima. 

4. Sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah 

negara pengirim, memberikan informasi terkini mengenai situasi dan 

kemajuan negara penerima. 

5. Menjaga hubungan baik antara kedua negara. 

 

Indonesia memiliki dasar politik luar negeri bebas aktif. 

Pemimpin-pemimpin Indonesia menerapkan prinsip ini dengan 

disesuaikan pada sistem internasional yang berjalan. Teori diplomasi ini 

menjadi relevan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui 

apakah diplomasi yang lakukan Indonesia terkait kudeta militer yang 

menimpa Myanmar efektif atau tidak. Indonesia juga memilih untuk 

melakukan upaya perdamaian dengan melakukan soft diplomacy 

terhadap Myanmar. Cara diplomasi Indonesia yang pelan dan tidak 

menggurui diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan 

kudeta militer Myanmar. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tujuan 

dan kepentingan dalam pola kebijakannya, yaitu untuk menjaga 

perdamaian dunia. 

 

2.2.2 Shuttle Diplomacy 

a. Definisi Shuttle Diplomacy 

Shuttle diplomacy adalah  diplomasi yang dilakukan dengan 

melibatkan pihak luar yang menjadi penengah dari pihak-pihak yang 

bersengketa (Shedrach, 2019). Ada enam cara mediasi konflik dari John 

Forester yang salah satunya ialah dengan shuttle diplomacy. Ia 
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mengatakan bahwa shuttle diplomacy adalah cara yang efektif dan 

professional dalam upaya penyelesaian masalah karena shuttle 

diplomacy memfasilitasi dan memudahkan pihak-pihak untuk 

menyampaikan pikirannya masing-masing (Forester, 1997). Para pihak 

yang bersengketa tidak melakukan kontak satu sama lain. Dan dalam 

proses dilakukannya shuttle diplomacy, pihak luar yang menjadi 

penengah akan bepergian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat 

lain. Shuttle diplomacy dipermudah dengan transportasi udara dan 

komunikasi modern yang memudahkan mediator atau pihak luar 

melakukan perjalanan jauh dengan mudah dari pihak-pihak yang 

bernegosiasi. Shuttle diplomacy dilakukan ketika ada kondisi dimana 

pihak yang berselisih menolak untuk berdialog satu sama lain. Nantinya 

dengan shuttle diplomacy ini dapat menyelesaikan perselisihan mereka. 

Poin penting dalam shuttle diplomacy adalah adanya pihak ketiga yang 

berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan informasi secara bolak-

balik dan sebagai pemberi saran penyelesaian konflik. Dengan tidak 

dilakukannya komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berkonflik 

diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan situasi akan membaik.  

 

 

 

 

b. Sejarah Shuttle Diplomacy 

Istilah shuttle diplomacy pertama kali muncul terinspirasi oleh 

tindakan Henry Kissinger selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 

yang melakukan perjalanan bolak-balik di Timur Tengah selama 

berbulan-bulan dalam upaya membantu penyelesaian konflik bersenjata 

pasca Perang Arab-Israel pada tahun 1973 (Shedrach, 2019). Upaya ini 

dilakukan dengan menggunakan “American Plan” yang fokus utamanya 

ialah memisahkan gencatan senjata dari masalah jangka panjang dan 

juga meminimalkan keterlibatan Rusia dalam proses penyelesaiannya. 

Keberadaan shuttle diplomacy telah terdukung oleh dunia yang menjadi 

lebih modern dan praktis. Mulai dari adanya alat komunikasi serta 

transportasi yang memudahkan negosiator atau mediator dalam 
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melakukan shuttle diplomacy. Cerita lain tentang praktek shuttle 

diplomacy juga ada dari George Mitchell dalam sengketa Northern 

Ireland pada tahun 1999, ia berperan sebagai mediator dalam sengketa 

tersebut. Kemudian juga ada Presiden Amerika Serikat ke-29 yaitu 

Jimmy Carter yang menjadi mediator antara Israel dan Mesir pada tahun 

1973. Saat itu Arab tidak ingin mengakui kedaulatan Israel sebagai suatu 

negara. Hubungan antara Presiden Mesir, Sadat, dan Perdana Menteri 

Israel yaitu Begin sangat menegangkan dan pelik. Negosiasi yang 

dilakukan untuk keduanya sangatlah sulit, namun Presiden Jimmy 

Carter tetap melakukan negosiasi secara tertutup dan privat. Ia 

melakukan shuttle diplomacy selama dua minggu dan berkat 

kegigihannya ia berhasil membuat Presiden Mesir, Sadat, dan Perdana 

Menteri Israel yaitu Begin menyetujui perjanjian perdamaian antara 

keduanya (Shedrach, 2019). 

 

c. Model Shuttle Diplomacy  

1. Dynamic Procedure 

Shuttle diplomacy ialah diplomasi yang dilakukan secara 

bolak-balik melalui mediator. Dalam praktiknya, mediator 

melakukan negosiasi secara bolak-balik bertemu secara pribadi antar 

pihak-pihak yang berselisih. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan model shuttle diplomacy dynamic procedure yang 

mana dalam proses menemukan solusi dan kesepakatannya bersifat 

dinamis (Gottardi & Mezzetti, 2024). Mediator membantu masing-

masing pihak yang berselisih untuk menemukan solusi penyelesaian 

konflik secara bertahap. Dalam proses tersebut pihak yang berselisih 

dapat meninjau ulang kembali solusi yang ditawarkan dan dapat 

mengajukan syarat kesepakatan. Dengan cara ini shuttle diplomacy 

yang dilakukan akan mencapai penyelesaian terbaik untuk masing-

masing pihak walaupun memang memakan waktu yang cukup lama. 

Tergantung bagaimana kesepakatan antar pihak yang berselisih 

tercapai. Dengan model prosedur yang dinamis maka akan lebih 

mempermudah prosesnya. 
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2. Static Mediation Procedure 

Berbeda dengan model shuttle diplomacy dynamic 

procedure, static procedure atau static mediation procedure bersifat 

tetap dan kaku dimana dalam proses mencapai kesepakatannya tidak 

bisa berubah-ubah menyesuaikan kondisi atau keadaan yang 

diinginkan bersifat (Gottardi & Mezzetti, 2024). Sehingga akan 

cukup sulit mencapai penyelesaian karena jika kesepakatan tidak 

sesuai keinginan pihak yang berselisih maka tidak bisa di tinjau 

ulang atau diperbaiki agar lebih menguntungkan masing-masing 

pihak. Keadaan yang kaku ini diakibatkan oleh pihak yang tidak 

ingin menyetujui kesepakatan dan menolak untuk melakukan dialog. 

Sehingga tidak ada kemajuan dalam proses mediasi.  

 

d. Kelebihan Shuttle Diplomacy 

Ketika ada suatu konflik, terkadang jika komunikasi langsung 

dilakukan akan membuat konflik tersebut semakin pelik. Shuttle 

Diplomacy ada dimaksudkan untuk mempermudah konflik mereda atau 

malah menjadi damai dengan tidak membuat pihak-pihak yang sedang 

bersitegang melakukan kontak langsung karena ditakutkan konflik 

malah semakin tegang. Dengan adanya shuttle diplomasi yang 

melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang membawa informasi 

dari masing-masing pihak yang berkonflik maka diharapkan komunikasi 

yang baik dapat terwujud. Pihak ketiga atau mediator atau perantara 

dalam shuttle diplomacy ini dapat menyampaikan pertanyaan, jawaban, 

bahkan menyarankan ide dan rekomendasi secara privat untuk de-

eskalasi konflik yang tidak dapat dilakukan jika negosiasi dilaksanakan 

secara terbuka terhadap publik (Berridge, 2002). Dengan menjaga 

komunikasi secara privat antara pihak berkonflik dengan mediator maka 

hal ini tidak akan membuat kedua belah pihak yang berkonflik berdebat 

dan memperburuk konflik. Dengan cara ini juga nantinya pihak yang 

berkonflik dapat mulai membangun kepercayaan satu sama lain. Ketika 

kepercayaan itu mulai muncul maka kesepahaman akan muncul juga. 
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Banyak kelebihan dari pelaksanaan shuttle diplomacy pada penyelesaian 

konflik. Dengan shuttle diplomacy keamanan dan kenyamanan pihak 

yang bertikai akan lebih terjamin dalam melakukan pertemuan secara 

privat dengan negosiator. Shuttle diplomacy merupakan cara yang baik 

dalam menghadapi konflik internasional. Melalui shuttle diplomacy 

negosiator akan mendapatkan informasi rahasia melalui komunikasi 

langsung antar kedua belah pihak berkonflik. Pertemuan strategis secara 

terpisah tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi secara privat 

dan informasi tersebut sangat berharga digunakan dalam memecahkan 

konflik. 

 

Dalam isu kudeta militer yang terjadi di Myanmar, Indonesia menjadi 

mediator dalam menengahi dan membantu menyelesaikan kekerasan yang 

terjadi di Myanmar. Lewat keketuaannya di ASEAN, Indonesia melakuka 

shuttle diplomacy dengan mengajak negara-negara ASEAN serta negara 

mitra ASEAN untuk berdialog dan mendapatkan solusi untuk Myanmar. Teori 

ini membantu penulis dalam melihat bagaimana proses shuttle diplomacy 

yang Indonesia lakukan. Model shuttle diplomacy yang Indonesia lakukan 

ialah model dynamic procedure dan static mediation procedure. Model 

dynamic procedure menemukan solusi dan kesepakatan secara dinamis, 

dimana mediator membantu masing-masing pihak yang berselisih untuk 

menemukan solusi penyelesaian konflik secara bertahap. Pihak yang 

berselisih dapat meninjau ulang solusi yang ditawarkan dan dapat 

mengajukan syarat kesepakatan. Berbeda dengan static mediation procedure 

yang dalam prosesnya kaku dan tidak menyesuaikan keadaan atau keinginan 

pihak yang berselisih. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Peneliti mendeskripsikan bagaimana diplomasi yang Indonesia 

lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta militer. Hal ini dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian peneliti yaitu bagaimana diplomasi 

Indonesia terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021-2023. Teori 
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diplomasi dan shuttle diplomacy digunakan oleh peneliti untuk menjawab dan 

mengetahui pertanyaan penelitian tersebut. 

 

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan teknik deskriptif dan metodologi kualitatif 

dalam penelitian ini. Untuk mengkaji fenomena sosial dari perspektif teoritis 

atau interpretatif, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (Matthews & 

Ross, 2010). Prinsip deskriptif penulis gunakan dalam menganalisis. Fokus 

bentuk penelitian ini adalah pada proses dan makna, dengan landasan teori 

yang menjadi acuan untuk menjamin bahwa penelitian tersebut sejalan 

dengan kenyataan di lapangan. Penulis ingin memberikan penjelasan data 

secara mendalam dengan menggunakan data linguistik dan menggunakan 

basis meaning dalam analisis data. Penulis menguraikan secara deskriptif 

terkait bagaimana shuttle diplomacy yang Indonesia lakukan terhadap 

Myanmar pasca kudeta militer pada tahun 2021. Tahapan ini harus diikuti 

oleh peneliti untuk menjamin kesinambungan pemikiran yang akan 

menghasilkan temuan penelitian. Langkah ini dilakukan secara sistematis, 

logis, dan rasional. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dapat diartikan sebagai pembatasan masalah. 

Masalah penelitian muncul akibat adanya gap antara kondisi yang ada di 

lapangan dengan harapan yang ingin dicapai atau ketidaksesuaian antara 

kenyataan yang sebenarnya dan apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini 

penulis fokus pada shuttle diplomacy yang dilakukan Indonesia. Hal ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian peneliti yaitu bagaimana 

shuttle diplomacy yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta 

militer pada tahun 2021. Peneliti menggunakan teori diplomasi dan shuttle 

diplomacy  untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. 
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3.3 Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah tempat untuk memperoleh informasi yang 

nantinya data tersebut akan digunakan dalam penelitian (Gray, Williamson, 

Karp, & Dalphin, 2007). Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, 

antara lain dokumen, sumber, peristiwa atau kegiatan, tempat atau lokasi, dan 

objek. Kata, frase, kalimat, dan tindakan biasanya merupakan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Data sekunder merupakan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis. Penulis menggunakan 

buku, jurnal, perjanjian internasional (seperti piagam PBB), makalah, artikel, 

dan website sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi terkait 

kudeta militer di Myanmar dan shuttle diplomacy yang dilakukan Indonesia 

terhadap Myanmar paska kudeta militer 2021. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh informasi yang 

akan digunakan dalam penelitian, yang kemudian informasi tersebut akan 

digunakan untuk menyusun data (Gill, Stewart, Treasure, & Chadwick, 

2008). Dalam penyusunannya penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data library research atau studi kepustakaan dengan membaca buku dan 

penelitian terdahulu. Penulis juga menggunakan sumber data sekunder, yaitu 

dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui buku, jurnal, 

perjanjian internasional (seperti piagam PBB), makalah, artikel, dan website 

tentang kudeta militer di Myanmar dan shuttle diplomacy yang Indonesia 

lakukan terhadap Myanmar. Sumber-sumber data yang penulis ambil berasal 

dari artikel jurnal yang kredibel, pernyataan pers dari situs resmi, dan berita 

online dari situs-situs resmi. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data mengenai kudeta militer dan shuttle 

diplomacy yang Indonesia lakukan selesai, maka dilakukan langkah terakhir 

yaitu analisis data. Peneliti akan menganalisis data guna memecahkan 

masalah penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Analisis data merupakan 

bagian terpenting dari metode ilmiah. Berdasarkan buku Miles dan 
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Hubberman yang penulis gunakan, terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam 

proses menganalisis data, antara lain ialah  kondensasi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Berikut 

penjelasannya : 

1. Kondensasi Data 

Proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi 

data disebut kondensasi data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan 

informasi dari situs resmi, artikel, dan buku yang berkaitan dengan kudeta 

militer Myanmar di tahun 2021 dan beberapa data terkait shuttle 

diplomacy yang Indonesia lakukan sejak tahun 2021 sampai 2023. Data 

yang diperoleh harus sesuai denga apa yang dibutuhkan, sehingganya 

penelitian akan fokus dan terarah dengan sangat baik. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses menggabungkan informasi untuk 

memberikan gambaran tentang suatu peristiwa. Peneliti menggabungkan 

seluruh informasi dan data yang sebelumnya telah peneliti kumpulkan. 

Kemudian peneliti membuat narasi dan tabel untuk memudahkan dalam 

memahami data secara keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil 

penelitian. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah seluruh data terkumpul dan telah dielaborasi, peneliti 

kemudian menarik kesimpulan akhir. Peneliti menjelaskan, menganalisis, 

dan menguraikan data-data penting yang telah dikumpulkan sejak awal 

penelitian sehingga data tersebut dijadikan dasar kesimpulan. Kesimpulan 

yang dibuat berdasarkan hasil penelitian penulis dan benar-benar sesuai. 

Hal tersebut dilakukan karena kebenaran data harus benar-benar akurat 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Indonesia menunjukan peran aktif dalam penyelesaian kudeta militer 

Myanmar. Dalam upayanya menjaga perdamaian dunia, Indonesia kerap 

memberikan bantuan kemanusiaan, upaya dialog, dan diplomasi. Diplomasi 

yang Indonesia lakukan ialah shuttle diplomacy. Diplomasi tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya ruang berdialog untuk mencari 

solusi bersama dan tentunya perdamaian untuk Myanmar. Shuttle diplomacy 

yang Indonesia lakukan memiliki dua model, yaitu static mediation procedure 

yang bersifat static dan juga kaku, serta model dynamic procedure dan 

bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah menyesuaikan kondisi dan keadaan. 

Indonesia melakukan Shuttle diplomacy terhadap Myanmar, pemangku 

kepentingan Myanmar yang termasuk oposisi junta militer, negara-negara 

ASEAN dan mitra ASEAN. Secara keseluruhan posisi yang Indonesia 

sampaikan pada dialog-dialog tersebut antara lain ialah : 

1. Pembahasan mengenai perkembangan situasi di Myanmar. 

2. Pembahasan mengenai peran ASEAN dalam membantu konflik kudeta 

militer di Myanmar. 

3. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar diutamakan. 

4. Membantu Myanmar dalam melakukan transisi demokrasi. 

5. Segera dilakukan pertemuan dari seluruh Menlu negara ASEAN. 

6. Rekonsiliasi nasional antara pihak militer dan pihak oposisi yaitu partai 

demokrasi Myanmar untuk menemukan solusi yang efektif untuk 

Myanmar. 

7. Seruan kepada pihak militer agar menghentikan kekerasan terhadap 

masyarakat sipil yang menentang kudeta. 

8. Desakan kepada Myanmar untuk mau diajak berdialog untuk 

menghentikan kekerasan dan mengembalikan Myanmar ke negara 
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demokrasi. 

9. Seluruh anggota ASEAN harus menghormati dan menaati prinsip-prinsip 

ASEAN Charter. 

10. Kunjungan kemanusiaan kepada para detainee atau para tahanan politik 

yang ditahan oleh Junta Militer. 

11. Bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. 

 

Dalam prakteknya Myanmar masih enggan untuk mematuhi prinsip 

yang ada pada ASEAN Charter. Setelah berhasil dilangsungkan pertemuan 

para presiden dari negara ASEAN lewat ALM di Jakarta 2021 lalu dan 

dihadiri langsung oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang menghasilkan Five 

Point Consensus. Meskipun pertemuan tersebut menghasilkan Five Point 

Consensus, Jenderal Min Aung Hlaing masih enggan untuk menaati solusi 

dari ASEAN. Maka perlu diberikan solusi yang menguntungkan semua pihak 

di Myanmar agar semua pihak dapat menyetujui usulan yang dibuat, termasuk 

junta militer. 

Seluruh hasil dari shuttle diplomacy diatas disetujui oleh Brunei 

Darussalam, Singapura, Thailand, Tongkok, Jepang, dan CRPH. Aung San 

Suu Kyi juga menyetujui terkait prinsip five point consensus dan penghentian 

kekerasan. Hal tersebut ia sampaikan lewat pertemuannya dengan Menlu 

Thailand. Namun semua ini akan percuma bilamana Myanmar terutama junta 

militer itu sendiri yang melakukan kudeta tidak kunjung menunjukkan sikap 

menghormati five point consensus yang dibuat ASEAN. Sebagai anggota 

ASEAN sudah selayaknya ia mematuhi piagam ASEAN dan five point 

consensus tersebut. 

Pada KTT ASEAN ke-43 di Tokyo, lewat kepemimpinannya di 

ASEAN, Presiden Jokowi menginisiasi pembentukan mekanisme troika 

untuk penyelesaian konflik kudeta militer di Myanmar. Dengan mekanisme 

Troika ini, Indonesia akan terus konsisten memberikan bantuan kemanusiaan 

untuk Myanmar. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan lewat ASEAN 

dan AHA Centre. Namun bantuan kemanusiaan yang diberikan mengalami 

kendala. Kendala tersebut ialah sulitnya akses ke wilayah-wilayah yang tidak 

ada pengawasan pihak militer Myanmar bahkan serangan baku tembak dari 
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kelompok bersenjata yang tak dikenal pun dapat terjadi. Namun Indonesia 

tidak menyerah dan terus menjembatani dialog dan memastikan bantuan 

kemanusiaan sampai. Karena sekarang yang menjadi fokus utama adalah 

korban atau rakyat Myanmar. Maka dari itu hal yang harus dilakukan pertama 

ialah menghentikan kekerasan. Jika kekerasan tidak dihentikan maka 

perdamaian tidak akan pernah tercapai. Indonesia dan negara-negara ASEAN 

telah sepakat untuk tidak sama sekali mentolerir terhadap kekerasan dan 

pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. Dan setiap upaya penyelesaian yang 

dilakukan akan selalu didasari Five Point Consensus ASEAN. Namun tetap 

saja, walaupun ASEAN sudah berinisiatif mengambil banyak sikap untuk 

Myanmar, semua akan sia-sia jika tidak ada sikap dari militer Myanmar. 

Lewat ASEAN, Indonesia tetap konsisten memberikan bantuan kemanusiaan 

kepada rakyat Myanmar terlepas dari situasi di Myanmar. Isu di Myanmar 

tidak akan menjadikan ASEAN diam saja tidak melakukan apa-apa. Lewat 

ASEAN, Indonesia akan terus bergerak demi mewujudkan stabilitas dan 

kemakmuran kawasan Asia Tenggara. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait shuttle diplomacy 

Indonesia terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. ASEAN diharapkan lebih tegas dalam menanggapi situasi di Myanmar 

melihat junta militer Myanmar yang melakukan kudeta militer masih 

enggan menaati Five Point Consensus dan ASEAN Charter.  

2. Jika fokus Indonesia memang rakyat Myanmar sebaiknya perlu dilakukan 

dialog yang intensif terhadap CRPH karena CRPH adalah badan yang 

dipercaya oleh rakyat Myanmar dan keberadaannya lebih diakui oleh rakyat 

Myanmar. 

3. Solusi yang diberikan untuk Myanmar sebaiknya menguntungkan untuk 

semua pihak yang terkait sehingga akan didapatkan kesepakatan mufakat 

yang cepat dimana pihak militer Myanmar menyetujui solusi yang dibuat. 
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4. Diperlukannya pengamanan militer yang ketat dan dapat menjamin 

keselamatan aktor kemanusiaan yang memberikan bantuan kemanusiaan. 

Sehingganya bantuan kemanusiaan yang diberikan sampai dengan selamat 

dan tidak akan ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. 

5. Negara-negara ASEAN harus lebih kompak dalam memberikan respon 

terhadap permasalahan kudeta militer ini. Sehingga kedepannya progress 

terhadap penyelesaian konflik ini akan lebih baik dan cepat karena ini juga 

demi terjaganya kestabilan dan perdamaian kawasan Asia tenggara. Jika 

hanya Indonesia yang selalu berinisiatif sendiri penyelesaian akan lama dan 

ditakutkan korban jiwa dari peristiwa ini kian bertambah. 
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